
BUPATI BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BLITAR 

NOMOR 5 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG 

PENGELOLAAN TANAH ASET DAERAH EKS BENGKOK DI KELURAHAN 

DALAM WILAYAH KABUPATEN BLITAR 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLITAR, 

a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah

dari pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah desa

yang desanya berubah status menjadi kelurahan, telah

ditetapkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 38 Tahun 201 7

tentang Pengelolaan Tanah Aset Daerah Eks Bengkok di

Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Blitar;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan,

upaya pencapaian target pendapatan asli daerah dan

dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan,

Peraturan Bupati Blitar Nomor 38 Tahun 2017 ten tang

Pengelolaan Tanah Aset Daerah Eks Bengkok di Kelurahan

dalam Wilayah Kabupaten Blitar perlu diubah dan

disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor

38 Tahun 201 7 ten tang Pengelolaan Tanah Aset Daerah

Eks Bengkok di Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten

Blitar;



Mengingat 
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: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 

dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok

Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia N omor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6206);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Penyelenggaraan 

Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
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tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 12/E,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 37);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2 / E, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor

3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor

66);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2022

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 4/E, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 67);

19. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 201 7 ten tang

Pengelolaan Tanah Aset Eks Bengkok di Kelurahan dalam

Wilayah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2017 Nomor 38/E);

20. Peraturan Bupati Nomor Nomor 29 Tahun 2019 ten tang

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di



Menetapkan 
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Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 

Nomor 29/E); 

21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2019 ten tang Tata

Cara Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan, dan

Penganggaran, Penggunaan, serta Pemanfaatan Barang

Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Blitar tahun 2019

Nomor 59/E);

22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 120 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta

Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun

2022 Nomor 120/D);

23. Peraturan Bupati Blitar Nomor 129 Tahun 2022 tentang

Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah

dan/ atau Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2022 Nomor 129/E;

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG 

PENGELOLAAN TANAH ASET DAERAH EKS BENGKOK DI 

KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BLITAR. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 

38 Tahun 201 7 ten tang ten tang Pengelolan Tanah Aset 

Daerah Eks Bengkok di Kelurahan dalam Wilayah 

Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 

2017 Nomor 38/E) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal (2) diubah dan ayat (3) dihapus

sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 

(1) Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan di

Kabupaten Blitar, seluruh kekayaan dan sumber

sumber pendapatan desa menjadi kekayaan Daerah

Kabupaten Blitar.

(2) Tanah Aset Daerah eks bengkok merupakan salah

satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten

Blitar.

(3) Dihapus.
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2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3 

(1) Tanah Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) dapat disewakan paling lama 5 (lima)

tahun sejak ditandatangani perjanjian sewa.

(2) Sewa terhadap Tanah Aset Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan per bidang tanah.

3. Ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (5) dan ayat (7)

Pasal 4 dihapus, dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 4

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 

( 1) Hasil sewa tanah eks bengkok seluruhnya disetor ke

Kas Umum Daerah Kabupaten Blitar

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

(6) Apabila dalam jangka waktu sewa, Tanah Aset Daerah

yang disewa dipergunakan untuk kepentingan

Pemerintah Daerah, maka penyewa memperoleh

penggantian sebesar nilai sisa dari masa sewa.

(7) Dihapus.

Pasal II 

Peraturan Bupati mt mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 



Agar setiap 
pengundangan 
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orang mengetahuinya, 
Peraturan Bupati 

memerintahkan 
m1 dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar. 
Ditetapkan di Blitar 

Diundangan di Blitar 
pada tanggal 1 2 J anuari 2023 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR, 

� 
IZUL MAROM 
BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 5/E 

pada tanggal 1 2 J anuari 2023 

ttd




